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PENGULANGAN AKAD NIKAH DENGAN WALI DI BAWAH

UMUR DI KECAMATAN PLANTUNGAN

A. Sekilastentang Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Dibawah ini adalah gambaran umum tentang keadadayaii
Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, di manalipemelakukan
penelitian tentang Pengulangan akad nikah dengamveawah umur.

1. Kondisi Geografi$

Kecamatan Plantungan merupakan satu dari 20 Keaantit
Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan alilagbelah utara
berbatasan dengan Kecamatan Tersono Kabupaten gBasebelah
selatan berbatasan dengan Gunung Prahu, sebelah Hebatasan
dengan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, danabkehehur
berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo. Rata-ratagdien tanah
antara 734 m di atas permukaan laut. Luas wilayadtakhatan
Plantungan mencapai 48,82 Km?, yang sebagian bdgamakan
sebagai lahan pertanian (tanah sawah, tanah tedalhnotan) yaitu
mencapai 77,33 % dan sisanya 22,67 % digunakark pegkarangan

(lahan untuk bangunan dan halaman sekitar), dafdan.

! Data dari Kantor Statistik Kecamatan Plantungam diari data monografi Kecamatan

Plantungan.
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Mengenai iklim, Kecamatan Plantungan beriklim tsomlan
memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan mudemarau,
seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnymadesuhu udara
pada pagi sampai siang hari + 17QHan pada sore sampai malam hari
+ 20-16C. Sedangkan curah hujan, berkisar antara 178 entahun.

Pusat pemerintahan Kecamatan Plantungan terletabeda
Tirtomulyo. Adapun jarak antara pusat pemerintahaimayah
Kecamatan Plantungan dengan wilayah lainnya adalah
1. Dengan Kecamatan Sukorejo: 10 km
2. Dengan Kecamatan Tersono: 13 km
3. Dengan Kecamatan Bawang: 8 km
4. Dengan ibukota Kabupaten/Kotamadia: 46 km
5. Dengan Ibukota Propinsi: 76 km.

Wilayah Kecamatan Plantungan membawahi 12 desaadeng
jumlah dusun/dukuh sebanyak 55 dusun. Jumlah ruwarga sebanyak
61 RW dan jumlah rukun tetangga sebanyak 248 RisaRlesa tersebut
adalah :

1. Blumah

2. Tlogopayung

3. Kediten

4. Wonodadi

5. Manggungmangu

6. Tirtomulyo
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7. Jurangagung
8. Karanganyar
9. Jati
10.Bendosari
11.Wadas
12.Mojoagung.
. Kondisi Demografigi

Jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Plantunganuimgih
32.972 jiwa yang terdiri dari: laki-laki berjumldl®.229 dan perempuan
berjumlah 16.753 jiwa. Dengan keadaan masyarakatraygritas 99%
beragama Islam. Secara umum keadaan kehiduparbena@ama rukun
dan aman serta terjalin hubungan yang harmonisaaptmeluk agama
dengarumaro’ dan sebalikny®maro’ dengan ulama.

Dari total jumlah penduduk yang ada. Sisanya 172angr
beragama Kristen (protestan dan katholik). Dengamyaknya tempat
ibadah sebanyak 250 buah, dengan total masjid gekaty¥, Mushola
sebanyak 201, Gereja sebanyak 2.

Pendidikan merupakan sarana penting dalam men&aitaiber
Daya Manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukprasarana
pendidikan yang yang bagus dan representatif gueradukung wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pada tahun 2@ilfimlah sekolah

TK sebanyak 21 sekolah, SDN sebanyak 26 sekolahdrddah

? Ibid
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Ibtida’'iyah sebanyak 7 sekolah, SLTPN sebanyak Kdblab, Sekolah
Lanjutan Pertama swasta sebanyak 1 sekolah danab&udir sanawiyah
sebanyak 3 sekolah. Kesehatan merupakan faktagrting penunjang
pendidikan, untuk itu disetiap desa sudah ada bidasa untuk
membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi pekdeda.

Sebagaimana daerah-daerah pada umumnya, penduduk di
wilayah Kecamatan Plantungan mengandalkan pertssge@agai mata
pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidupariseari.
Mengingat wilayah Kecamatan Plantungan sebagiaarb@&rupakan
lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tamemduduk, baik
berupa sawah maupun perkebunan, maka tidak mustgabila
sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk bedasialhasil
pertanian, seperti padi, jagung, cengkeh dan sebaga erutama sekali
bagi mereka yang berada di daerah-daerah yangngaaubur. Dan
jlka ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai matecaharian
pokoknya, ini pun masih bertani. Hal itu sebagaihascadangan bila
terjadi kepailitan. Di samping itu ada sebagian doeluk yang
mempunyai usaha sampingan yang berupa ternalertissgpi, kerbau,
kambing, ayam atau ternak yang lainnya. Selainatia juga yang
bermata pencaharian dari sektor industri pengoldatel, restoran, dan
jasa.

Perlu diketahui bahwa penulis melakukan penelidamwilayah

Kecamatan Plantungan yang meliputi 12 desa inig yagnjadi sampel
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sebagai bahan penelitian hanya di satu Desa s#iaB@sa Bendosari.
Sebab, di desa tersebut yang dapat penulis keta@ndapat kasus
pengulangan pernikahan dengan wali dibawah umur.

Desa Bendosari berada di ujung utara wilayah Ketama
Plantungan Kabupaten Kendal yang terpencil, darg yaerbatasanya
50% lebih, berbatasan dengan wilayah lain Kabupaiendosari
merupakan salah satu dari 12 desa yang beradalajialvi Kecamatan
Plantungan paling Utara yang merupakan wilayah giagan dengan
wilayah Kabupaten Batang.

Adapun demografi dari desa Bendosari tersebut ddpiaiat
sebagai berikut : Luas Desa Bendosari adalah 5aXa¥. Sedangkan

jumlah penduduknya 3.317 orang dengan perinciaagselberikut :

Tabd No. 1

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelomyolr.

Kelompok
No Laki-Laki Perempuan Jumlah
Umur
1 | 00sd04 tahup 88 76 164
2 | 05sd 09 tahun 126 104 230
3 | 10 sd 14 tahup 115 104 219
4 | 15sd 19 tahun 149 125 274
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5 | 20sd 24 tahun 154 161 315
6 | 25sd 29 tahun 167 165 332
7 | 30sd 39 tahun 274 262 536
8 | 40 sd 49 tahun 245 269 514
9 | 50sd 59 tahun 185 184 369
10 60 tahun + 186 178 364
JUMLAH 1.689 1.628 3.317

Sumber: Data dari Kantor Statistik Kecamatan Plagdin dan dari data
monografi Kecamatan Plantungan.

Klasifikasi penduduk Desa Bendosari menurut agamialah
sebagai berikut: Penduduk Desa Bendosari, maydrgeggama Islam,
mengenai tempat ibadahnya adalah sebagai berikut :

1. Masjid : 4 buah

2. Mushalla :7 buah

Desa Bendosari dalam pemerintahannya didukung ledebagai
sarana dan prasarana pendidikan yang dapat megukggratan belajar
mengajar di Desa tersebut. Adapun sarana pendidikpat dilihat pada

tabel berikut:



Tabd No. 2

Sarana Pendidikan formal
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No LEMBAGA PENDIDIKAN JUMLAH
1. TK 3
2. SD 4

Sumber: Data dari Kantor Statistik Kecamatan Plagdin dan dari data

monografi Kecamatan Plantungan.

Tabd No. 3

Jumlah Penduduk dilihat dari pendidikaan terakhir

BELUM TAMAT
TIDAK
BELUM | TAMAT
TAMAT
SEKOLAH SD SD | SLTP| SLTA | AKADEMI| PT
SD
137 677 670 2.058 576 284 10 15

Sumber: Data dari Kantor Statistik Kecamatan Plagdin dan dari data

monografi Kecamatan Plantungan.

3. Peran KUA dalam praktek pernikahan di KecamatantBitgan

a. Peran KUA dalam praktek pernikahan di KecamatantBtgan

Sebagaimana umumnya suatu badan atau instansi ipg&her

maka KUA kecamatan Plantungan juga memiliki strukduganisasi.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang npgkikan hubungan
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antar personal dalam menyelesaikan tugas organigss mencapai
tujuan yang ditetapkah.

Struktur Organisasi KUA kecamatan Plantungan memgan
sistem garis/lini, yaitu dari atasan langsung bamahOrganisasi
berbentuk garis ini hanya mengenal satu perintgh Sehingga setiap
pekerjaan dalam organisasi garis hanya mengenai gaipinan saja
yang langsung memegang wewenang segala yang tdeiiaisung kerja
dari satuannya.

Adapun struktur organisasi KUA kecamatan Plantungdalah
sebagai berikut:

Tabel No. 4

Uraian Tugas Pegawai KUA

NO | NAMA URAIAN TUGAS

1. | Mukhlisin, S.Ag 1. Kepala KUA Kecamatan
NIP. 19680819199931001 Plantungan

Penata / llid 2. PPN (Menerima, Memeriksa

Kepala KUA/PPN Menghadiri) dan  Mencatat
peristiwa (Nikah, Rujuk)

3. PPAIW

4. Bertindak sebagai wali hakim

5. Melakukan pembinaan terhadap

% Jusuf UdayahTeori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikadakarta: Arca, 1994,
him. 6.
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10.Menyelesaikan  permasalah

11.Melakukan koordinasi denga

badan semi resmi (BKM, BP4

LPTQ, BHR, DLL)

. Melakukan pengawasan d

bertanggung jawab atas hal-hal

yang berhubungan deng

Pencatatn Nikah Rujuk

. Melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas pegawai

KUA

. Melakukan pembinaan secara

rutin terrhadap peran pembantu

PPN dalam membaniu

melaksanakan tugas KUA

. Merencanakan, mengorgani

~

D

r

dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi KUA

yang muncul dalam pencatat

pernikahan dan rujuk

Dinas/Instansi terkait ditingka

Kecamatan

18

—

A
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12.Mengadakan pembinaan dan

melakukan kerja sama deng
ormas Islam yang ada
wilayah Kecamatan Plantunga
13.Melakukan pembenahan sec:
fisik hal-hal yang berkaita
dengan kondisi balai nikah
maupun tata ruang
14.Melaksanakan tugas-tugas lint
sektoral
15.Melaporkan hasil kerja kepac

atasan langsung.

)

ara

a

as

la

Fuad Hasyim, S.H.I

NIP. 19790613200604

002
Penata Muda TK.

Penghulu

I/

1. Menerima pendaftaran nikah
12. Memeriksa berkas persyarat

nikah (NB)

3. Membantu pemeriksaan pihak-

pihak yang terlibat dalarn
pencatatan nikah seperti w.
dan kedua mempelai

4. Mengadministrasi agenda nika
pada buku kutipan akta nika

(Model NA)

5. Membuat pengumuman nikah

n

Ali

Ah
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(Model NC)

6. Menulis register atau akta nikah

(Model N)
7. Membuat surat-surat yarn

berkaitan dengan pencatat

nikah dan rujuk apabila timbu
masalah dalam pencatatannya
8. Membendel blangko

pemeriksaan nikah serta berk

lain yang berhubungan deng
pencatatannya

9. Membuat grafik statistic NCTR

10.Mengadministrasi putusan tal
dan cerai kedalam buk
pendaftaran talak dan cef
(Model T & C)

11.Membuat laporan bulana
peristiwa nikah dan rujuk

12.Melakukan sosialisasi keluarg

sakinah kepada catin melalui

penasehat perkawinan

13.Mendata keluarga sakinah

masing-masing Kelurahan

g

an

as

ja
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14.Bekerja sama dengan Dina:
Instansi terkait dalan
pembinaan keluarga sakin
secara berkala

15.Menyeleksi keluarga saking
terpilih  tingkat Kecamata
untuk mengikuti lombg
ditingkat Kabupaten, Propin
maupun Nasional

16.Membuat laporar
perkembangan klasifika
keluarga sakinah secara berka

17.Melakukan pendataan produs
makanan halal di Kecamatan

18.Memberikan informasi tentan
produk halal

19.Mendata produk makanan ya
diproduksi

20.Bekerja sama dengan Ding
Instansi lain untuk melakuka
sosialisasi kepada masyara

tentang produk halal

21.Membuat data haji se

hs/

N

Ur

ala

en

S/

n

Kat

h
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Kecamatan Plantungan

22.Memberikan informasi haji se
Kecamatan  kepada  calc
Jamaah haji
23.Memberikan pelayanan yang
berkaaitan dengan semua proses
persiapan ibadah haji di
Kecamatan Plantungan
24.Melakukan kerja sama dengan
IPHI Kecamatan dalam

pelaksanaan manasik haji

25.Membantu tugas-tugas Kepala
KUA
26.Melaporkan hasil kerja kepadda

atasan langsung.

Sri Sofiana, BA 1.Membuat segala pembukuan
keuangan kantor yang
bersumber dari PNBP maupun
DIPA maupun dari sumber lain
yang sah

2. Membuat laporan pertanggung
jawaban keuangan PNBP dan

DIPA
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3. Menerima titipan uang
pendaftaran pernikahan dari
catin untuk kemudian setor
PNBP NR ke Kantor BRI

4. Mengadministrasi  keuaangan
BPIH untuk operasional
manasik haji

5. Membuat laporan pertanggung
jawaban keuangan BPIH

6. Melakukan pendataan masjid
dan musholla/ langgar

7. Membentuk badan
kesejahteraan masjid tingkat
Kecamatan

8. Melakukan kerja sama dengan
BKM Kecamatan untuk
mengadakan pembinaan
organisasi dan manajemen
kemasjidan

9. Membuat Ilaporan tempat-
tempat ibadah dan pemeluk
agama

10.Melayani masyarakat yang
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memerlukan informasi tentar
Z1S

11.Melayani Muzakki yang aka
memberikan daana melal
BAZ Kecamatan

12.Menerima pengajuan dana d
UPZ ke BAZ Kecamatal
Plantungan

13. Melakukan pembukual
keuangan ZIS secara rutin

14.Membuat laporan rekapitula]
perolehan ZIS melalui BAZ
secara berkala

15.Melayani proses pendaftar:
sertikasi tanah wakaf

16.Melayani pembukuan ikra
wakaf, akta ikrar wakaf bag
wakif dan nadzir

17.Melakukan sosialisassi tenta
perwakafan

18.Membuat laporan rekapitula]
perkembangan sertifikasi tan

wakaf secara rutin kepag

g

)

ui

ari

=

¥
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Kepala Kemenag Kota Kend

Cq Gara zakat wakaf

19. Membuat data directori wakaf
20.Membantu tugas-tugas kepals

21.Melaporkan haasil kerja kepa

atasan langsung.

|

Sobirin

Staf

. Melaksanakan tugas var

berkaitan dengan sur
menyurat, baik surat kelug

maupun surat masuk

. Mengarsip segal jeni-jenis sur
dinas
. Membuat ekspedis

pengambilan surat nikah

. Melayani permintaan surat-

surat berupa rekomenda
nikah, duplikat surat nikah
legalisir  surat  keteranga

masuk Islam, dll.

. Pendistribusian blangko NR

. Membuat laporan bulana

triwulan dan laporan tahunan

. Mengerjakan buku stok

9
at

Al

at

\Si

l

n
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penerimaan blangko nikah dan

rujuk

8. Mendata badan semi resmi

Kecamatan

9. Membuat laporan  seputar

kegiatan semua badan semi

resmi Kecamatan

10. Mengadministrasi kegiatan

lintas sektoral

11.Membuat catatan hasil kegiatan

lintas sektoral membuat daftar

hadir (absensi pegawai)

12. Mempersiapkan perangkat

kerja KUA

13.Menata buku perpustakaan

kerja

14.Membuaat  rencana  ker|
Kepala KUA

15.Membuat data inventaar,
Kantor
16.Menginventarisasi dat

kegiatan ibadah sosial

17.Membantu tugas-tugas Kepalz

a

S

&
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18.Melaporkan hasil kerja kepada

atasan langsung.

Sedangkan Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor UrAsgmma
kecamatan Pamotan mengacu pada peraturan pemerigtatu
keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 200tyytertuang
dalam pasal 1, 2, dan 3.

1. Kedudukan KUA diatur dalam pasal 1
“Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di yafla
Kecamatan, bertanggung jawab kepada kepala kargparzmen
Agama kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh kepaksi Urusan
Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam”.

2. Tugas KUA diatur dalam pasal 2
“Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesasieragian
tugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota @infgiduirusan
agama Islam dalam wilayah kecamatan”.

3. Fungsi KUA diatur dalam pasal 3.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud qesah 2,
KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi
b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pdwagetidan

rumah tangga KUA Kecamatan

* Departemen Agam#&edoman Pejabat Urusan Agama Isladakarta: DEPAG, 2004,
him. 345.
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c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, menguras d
membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadakial,
kependudukan dan pengembangan keluarga sakinahai sesu
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktora
Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yandunerla

Adapun tata cara atau proses pelaksanaan pencatdah

meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaaikah,

pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penamgdeian akta

nikah serta pembuatan kutipan akad nikah.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pemberitahuan Kehendak Nikabh;
Pemeriksaan nikah;
Pengumuman kehendak nikah;
Akad nikah dan pencatatannya;
Penolakan kehendak nikah;

Pembatalan pernikahan.

B. Praktek Pengulangan Akad Nikah dengan Wali dibawah Umur

Pengulangan akad nikah yang di maksud dalam skinpsiaitu

pengulangan akad nikah yang disebabkan karena miah masih di

bawah umur (belum 19 tahun). Pernikahan dalam pengan nikah

dalam hal ini sebenarnya sudah pernah dilangsundkdmadapan PPN,

namun karena terjadi perbedaan pendapat antark B dengan Kyai

di Kecamatan Plantungan mengenai ketentuan usiamaka pernikahan
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diulang dengan wali yang menurut kyai setempahtei@menuhi syarat
secara syar’i.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebedynbajhwa
PPN dalam hal batasan usia wali nikah mendasarkata Peraturan
Menteri Agama nomor 11 tahun 2007. “Bagi seseorgagg ingin
menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus meimdmberapa syarat,
syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalasalpa8 ayat (2) PMA
No 11 Tahun 2007 sebagai berikut:
1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
4. Berakal
5. Merdeka, dan

6. Dapat berlaku adil.”.

Berikut adalah uraian contoh kasus tentang pengalanakad
nikah yang terjadi di Kecamatan Plantungan. Padgg& 12 maret 2012
di KUA Kecamatan Plantungan terjadi peristiwa nilgadtara calon suami
yang bernama Wahudi bin Fahroji (alm) dengan c&tinyang bernama
Tutur Kuswati binti Damiri (alm), di karenakan aykbndung dan juga
kakeknya dari jalur ayah sudah meninggal dunia,anakli berikutnya
adalah saudara kandung dari calon pengantin pe@mplan hanya ada
satu saudara kandungnya yang bernama Ali Rasyidibamiri. Setelah

dilakukan pemeriksaan data wali nikah oleh Peg#®eaicatat Nikah KUA
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Kecamatan Plantungan, Ali Rasyidin baru berusigab@n 3 bulan, maka
Pegawai Pencatat Nikah tidak menerima Ali Rasys#ihagai wali nikah
karena tidak memenuhi syarat wali nikah yaitu sakgrkurangnya

berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam PMA Ndrhbdrahun 2007.

PPN berpendapat, bahwa di karenakan saudara kadduincalon
pengantin perempuan tidak memenuhi syarat sebaglainkah, maka
walinya berpindah kepada wali nasab berikutnya dsankan urutan wali
yaitu pak gede sepupu/paman dari calon istri yargdma Bapak Arifin,
dan pelaksanaan prosesi akad nikah berlangsunculemali nikah pak
gede sepupu/paman dari calon pengantin peremprsabte. Pada saat itu
Bapak Kyai Ahmad Ropi’i (Kyai setempat) ikut hadimenyaksikan
prosesi akad nikah tersebut, setelah mengetahgi yemjadi wali nikah
adalah pamannya yang bernama Arifin sementarahnaas wali nasab
yang lebih dekat yaitu saudara kandung dari catrhyang sudah baligh
dan berusia lebih dari 15 tahun kemudian Bapak KAlmad Ropi'i
mengulang akad nikah dengan wali saudara kandumgalan pengantin
perempuan.

Menurut Bapak Kyai Ahmad Ropii bahwa Pernikahamga
dilakukan di hadapan PPN dengan wali nikah pak gegepu/paman dari
calon pengantin perempuan dianggap tidak sah, &amessih ada wali
yang lebih dekat yang lebih berhak menjadi wali tyyasaudara

kandungnya. Agar terpenuhi syarat rukun nikah sesgar’i kemudian

®> Berdasarkan wawancara dengan Modin Desa Bendgeadmatan Plantungan. Pada
tanggal 25 Mei 2013.
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Bapak Kyai Ahmad Ropi'i mengulang akad nikah Wahddn Tutur
kuswati dengan wali nikah saudara kandung dari ITHtuswati yang
bernama Ali rasyidin bin Damiri. Menurut beliau &dsdn usia wali nikah
mengacu kepada kitab-kitab 4 (empat) madzhab yd#anafiyah,
Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakeiwa wali nikah
dianggap baligh dengan usia kebalighan seseoraky ydilam, Syafi'i
dan Hambali menyatakan 15 tahun, Maliki 17 taham, Hanafi maksimal
18 tahun dan minimal 12 tahun. Adapun usia untekjadi wali nikah
menurut figh tidak ditentukan batas minimalnya,l asslah mencukupi
persyaratan baligh, maka ia sudah memiliki keweaangebagai wali
nikah® Karena perpindahan wadiqrab kepada waliab’ad hanya dapat
terjadi apabila keadaan wadiqgrab adalah hamba sahaya, Gila, Bodoh
(kurang akal), Kafir; dan Sedang ihram (mengerjakaji).” Dalam Pasal
22 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan dua sdizabesernya wali
nikah dari agrab ke ab'ad yaitu: Jika tidak memenuhi syarat-syarat
sebagai wali nikah dan Jika wali nikah menderitatwicara, tuna rungu,
atau sudah udzur.

Mengenai prosesi akad nikah ulang tersebut, sapertsg@rosesi
akad nikah pada umumnya. Akan tetapi akad terdetak dicatatkan dan
hanya dihadiri oleh kalangan keluarga sendiri. ISaaorang pembantu

PPN mengakui, bahwasanya dirinya diundang untukyaiesikan acara

® Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kyai AhmadiRapia tanggal 02 Juni 2013.
" Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agakm@mpilasi Hukum Islam di Indonesia,
Surabaya: Arkola, t.th, him. 22.
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prosesi pengulangan akad nikah itu, akan tetapangeh tersebut bersifat
pribadi, bukan atas nama dia sebagai Pembantu P&jayai KUA).
. Pendapat Pegawai Pencatat Nikah dan Ulama (Kyai) Kecamatan
Plantungan
1) Pendapat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Riartu

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pimpinan forgaelg
keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surgutulsan.
Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974artgriPencatatan
Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPNalah Pegawai
Negri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Kemrudalam jabatan
tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KK&&amatan
sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undamgprn22 tahun
1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agamar 11 tahun
2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat olehaldeXUA yang
melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, pErtatatan
peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talakacgugat, dan melakukan
bimbingan perkawinan serta menandatangani aktanada rujuk, buku
nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan aktguku Dalam
melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Pengdiaw Pembantu PPN.

Salah satu tugas Kantor Urusan Agama sebelum akeah n
dilaksanakan adalah pemeriksaan calon pengantinmdéinnikah dalam
rangka mengecek dan validitasi data calon pengaatindata wali nikah.

Dari pemeriksaan ini akan diketahui apakah calongaetin dan wali
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nikah sudah memenuhi syarat perkawinan sesuai demggaturan
perundang-undangan perkawinan yakni Undang-undamgon 1 tahun
1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agaomaor 11 tahun
2007 yang mengatur tentang pencatatan perkawinalanDpemeriksaan
calon pengantin dan wali nikah, apabila Pegawai c&®ah Nikah

mendapati calon suami berumur kurang dari 19 tadmawn calon istri
berumur kurang dari 16 tahun, maka PPN akan mengwrat penolakan
pelaksanaan akad nikah dan menyarankannya untukgajudéan

dispensasi kepada Pengadilan Agama, dan apabitavBeBencatat Nikah
mendapati wali nikah ternyata berumur kurang d@rtadhun, maka PPN
akan mencari wali nikah berikutnya berdasarkamibul auliya’. Tetapi

dalam implementasinya, pelaksanaan akad nikah dengieun nikah

sebagaimana hasil pemeriksaan calon pengantin dadin nikah yang

dilaksanakan oleh KUA, terkadang mendapat pertgaramari kyai yang
berpedoman kepada aturan figh klasik, kyai tetapghendaki wali nikah
cukup dengan persyaratan baligh meskipun belunsizet® tahun.

Dalam kasus pengulangan akad nikah dengan walwdibaimur
yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat ardgeav® Pencatat
Nikah dengan Kyai setempat dalam menentukan lkaiteaiigh bagi wali
nikah. Di Indonesia sebenarnya tidak mengatur sebalkum tentang
adanya pengulangan akad dalam pernikahan. Halitumjdkkan dalam

pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbuthiyDengan
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dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidigerlukan
perkawinan ulang setelah anak yang dikandung Tahir.

Kepala KUA Kecamatan Plantungan Bapak MukhlisinAgS.
menyatakan bahwa diharuskan adanya wali dalam kadran bertujuan
demi kemaslahatan semua pihak, khususnya bagi nt@ngerempuan.
Maka pemerintah dalam menentukan salah satu syatat menjadi wali
nikah adalah dewasa/baligh sekurang-kurangnyaHithissekiranya wali
nikah yang berhak belum genap berumur 19 tahun, amakan
berimplikasi pada bergesernya hak kewalian kepaéaajat wali
berikutnya sesuai dengan tata tertib urutan wali{tartib al-auliya’) dan
sekiranya tidak ada wali nikah yang berumur 19 mahonaka wali
nikahnya adalah wali hakim.

Menurut beliau bahwa kedewasaan untuk menjadi wiah
bukan semata-mata kedewasaan seksual yang ditdedganihtilam,
akan tetapi yang lebih pokok adalah kedewasaanisfi@knatangan
berpikir, karena pada umur 19 tahun itu kedewasaan
pikis/lkematangan/kecakapan berpikir baru tercapadangkan pada usia
sekitar 14/15 tahun mereka pada umumnya belum nkemil
kedewasaan/kecakapan berpikir karena mengusaiyairsendiri saja
kadang belum bisa apalagi menjadi wali/ menjadiskubagi orang lain.
Syarat minimal usia wali nikah disini bertujuan dé&s®mmaslahatan semua
pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sutkalmasa akan bisa

memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbeagianbukan emosi.
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Karena kedudukan wali nikah adalah sebagai oramy y@erhak dan
berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi oyang berada di
bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mafmpu.

2) Pendapat Ulama/Kyai Kecamatan Plantungan

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Kepala KUgakK®atan
Plantungan yang menyatakan bahwa seorang wali &als berusia 19
tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMAmdY 11 Tahun
2007 Pasal 18 ayat (2) c, sementara beberapa diy&ecamatan
Plantungan justru memiliki pendapat lain. Merekanberikan gambaran
bahwa ketentuan wali nikah adalah laki-laki, Islamerdeka dan baligh.
Balighnya seorang wali nikah adalah sebagaimang yaereka pahami
dalam literatur kitab figh yakni sudah bermimpi dlasatauihtilam atau
berusia sekitar 15 tahun.

KH. Yusuf Ahmadi asal Jurang Agung ketua suriah NU
Kecamatan Plantungan mengatakan bahwa di Negaardbnesia ini
terdapat dua hukum, yakni hukum wadh’i dan hukurarsyhukum
wadh’i adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerisetbagai peraturan
perundang-undangan. Sedangkan hukum syar’i yakurhyang terdapat
dalam kitab figh para ulama Imam madzhab. Apabikkuim wadh’i
bertentangan dengan hukum syar’i, maka hukum walifwus ditolak
berdasarkan rekomendasi bahstul masaiil pengusas b&ahdhatul Ulama

di Makasar tahun 2009.

8 Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Bapak Mik!8.Ag., pada tanggal 18
Juni 2013.
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Mengenai masalah pengulangan akad nikah dengandikalvah
umur beliau berpendapat bahwa ketentuan umur wihhndimana
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 sebagaim wadh’i
yang menentukan wali nikah harus baligh berumuusglg- kurangnya
19 tahun. Sementara kitab figh Imam madzhab (kgabagai hukum
syar’i yang mensyaratkaan wali nikah hanya baldjmana kebalighan
ditandai dengan ihtilam atau usia sekitar 15 taiaka menurut beliau
dalam kasus di atas pernikahan yang pertama ydagsdnakan Pegawai
Pencatat Nikah tidak sah, karena masih ada walj yabih dekat yang
berhak menjadi waf.

KH. Ahmad Mukhson, katib suriah NU Kecamatan Plagan hal
senada juga dikatakan beliau bahwasannya dalans kdisatas perlu
adanya pengulangan akad nikah Karena pernikahamg ysertama
dianggap tidak sah. Menurut beliau wali agrab ke#adnya lebih utama
dari pada wali ab’ad, sebab wali agrab mempunyaékatan yang lebif?

KH. Irfan Kecamatan Plantungan memberikan komeneakaitan
dengan pengulangan akad nikah dengan wali dibawabr.uMenurut
beliau pernikahan yang pertama dan kedua semuatyakarena dalam
hal tartibul auliya’ hanya Madzhab Syafi'i dan Hanafi saja yang
mengharuskan wali harus sesuai urutannya. Sedamg&aarut Madzhab

Maliki, urutan wali yang paling berhak di atas harerlaku bagi seorang

° Berdasarkan wawancara dengan Bapak K.H Yusuf Ahpada tanggal 27 Februari
2014,

19 Berdasarkan wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Mukpada tanggal 29 Februari
2014,
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ayah saja. Selain ayah, urutan wali tersebut tiskkupakan hal yang
wajib melainkan hanya sebagai anjuran (suniah).

Dari beberapa kyai/ulama di Kecamatan Plantungahupaten
Kendal yang penulis wawancarai berkaitan dengarmgyangan akad
nikah dengan wali dibawah umur dapat penulis gakaparbahwa
pernikahan pertama yang dilaksanakan di hadapamwRegPencatat
Nikah dengan wali nikah pak gede sepupu (paman)cdéon pengantin
putri tidak sah karena tidak memenuhi syarat d&arrudari permikahan

secara syar’i.

1 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kyai Irfan fzadmal 24 Maret 2014.



